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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1323, 2021 KEMENHUB. Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 143. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 85 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 

  TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN/ATAU 

PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan 

dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  

   Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);  
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

143 TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN 

DAN/ATAU PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan 

yang telah disetujui untuk selanjutnya disebut Lembaga 

Pelatihan adalah lembaga milik pemerintah atau badan 

hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau 

pelatihan bidang navigasi penerbangan yang telah 

memenuhi persyaratan perizinan berusaha.  

2. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pembentukan 

sikap perilaku personel navigasi penerbangan yang 

diperlukan dalam pelayanan navigasi penerbangan. 

3. Kompetensi adalah suatu dimensi kinerja manusia yang 

digunakan untuk memprediksi kehandalan kesuksesan 

kinerja di tempat kerja dan diwujudkan serta diamati 

melalui perilaku yang melibatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang relevan untuk 

melaksanakan kegiatan atau tugas dalam kondisi 

tertentu. 
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4. Kurikulum  adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 

proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

5. Peralatan Pelatihan adalah Peralatan simulasi yang 

digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan. 

6. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah 

memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan 

kualifikasi dibidangnya.  

7. Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan yang selanjutnya 

disebut Sertifikat Lembaga Pelatihan adalah tanda bukti 

yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal kepada 

Lembaga pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya 

persyaratan perizinan berusaha guna menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan 

8. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 

standar Kompetensi, materi pokok/pembelajaran, mata 

pelajaran, pokok pembahasan, sub pokok pembahasan, 

jam pelajaran dan referensi. 

9. Pedoman Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures 

Manual/TPM) adalah dokumen yang digunakan sebagai 

pedoman bagi lembaga pelatihan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

10. Tenaga Pengajar adalah tenaga pendidik yang tugas 

utamanya mengajar peserta pelatihan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

13. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: 

a. standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bidang navigasi penerbangan; 
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b. sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan bidang navigasi penerbangan;  

c. kewenangan dan kewajiban penyelenggara pendidikan 

dan pelatihan bidang navigasi penerbangan; dan 

d. pengenaan sanksi administratif. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi 

penerbangan meliputi: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas 

Penerbangan (ATS Training); 

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknik Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Training); 

c. Pendidikan dan Pelatihan Informasi Aeronautika 

(Aeronautical Information Services Training); dan 

d. Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Prosedur 

Penerbangan (Flight Procedure Design Training). 

 

Pasal 4 

(1) Standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bidang navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:  

a. organisasi; 

b. sumber daya manusia; 

c. ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan 

dan/atau pelatihan dalam bentuk Pedoman 

Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures Manual 

/TPM); 

d. Kurikulum  dan Silabus; 

e. fasilitas dan Peralatan Pelatihan bidang navigasi 

penerbangan; 

f. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman; 

g. sistem kendali mutu; dan 

h. memenuhi ketentuan teknis lainnya. 

(2)  Ketentuan mengenai standar penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

 Pasal 5 

(1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi 

penerbangan wajib memiliki Sertifikat Lembaga 

Pelatihan.  

(2) Proses dan penerbitan Sertifikat Lembaga Pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

melalui sistem Online Single Submision (OSS) dan 

dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat 

penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Lembaga Pelatihan berwenang menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan yang tercantum 

pada sertifikat. 

 

Pasal 7 

Lembaga Pelatihan wajib:  

a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan sertifikat yang dimiliki; 

b. menyusun dan melaksanakan program peningkatan 

Kompetensi tenaga pengajar; 

c. menyusun dan memelihara Pedoman Pelaksanaan 

Pelatihan (Training Procedures Manual/TPM) sehingga 

selalu dalam keadaan terkini; 

d. menyusun dan memelihara modul pembelajaran 

(Courseware) sehingga selalu dalam keadaan terkini; 

e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan prosedur yang tercantum pada Pedoman 

Pelaksanaan Pelatihan (Training Procedures Manual/TPM)  

dan Courseware. 
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f. menyimpan dan memajang (display) sertifikat yang 

dimilikinya; 

g. menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat 

dilakukan kegiatan pengawasan keselamatan 

penerbangan; 

h. melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan 

diluar pusat kegiatan kepada Direktur Jenderal paling 

sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun; 

i. melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal 

satu kali dalam 5 (lima) tahun; 

j. melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor; 

k. menerbitkan sertifikat kelulusan atau Sertifikat 

Kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang 

dinyatakan lulus; dan 

l. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas 

atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan 

melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan 

Bidang Navigasi Penerbangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. audit 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Lembaga Pelatihan yang melanggar 

ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan;  

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan. 

 

Pasal 10 

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  

dapat diberikan kepada Lembaga Pelatihan dalam hal: 

a. pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang tata cara pengawasan dan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di 

bidang penerbangan. 

 

Pasal 11 

Lembaga Pelatihan harus menyesuaikan kurikulum dan 

silabus dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan. 

 

Pasal 12 

Sertifikat Lembaga Pelatihan yang telah diterbitkan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan 

dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 143) tentang Penyelenggara 
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Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air 

Navigation Training Provider) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 575), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2021 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 

 



www.peraturan.go.id 

DAFTAR ISi 

REPUBLIK INDONESIA 

KEMEN'l'ERIAN PERHUBlJNGAN 

BAGIAN 143 

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIBAN 

BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN S.IPIL 

PELATIHAN BIDANG NAVIGASJ PENERBANGAN 

PENYELE GGARA 

LEMBAGA 

DA /ATAU 

TE !ANG 

PENDIDIKAN 

143 BAG IAN 

LAMPCRAN PERATURAN MEN'I'ERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDO ESIA 

OMOR P 85 'rAHUN 2021 

TE TANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPLL 

2021, No.1323 
-9- 



www.peraturan.go.id 

SUB BAGIAN l 3. C.4 - KURIKUL M DAN SILABUS.................. 23 

143 .. 090 Pelaksanaan Jenis Pelatihan 23 

143.095 Pen elengga.raan pelatihan yang belum memiliki standar 
Kurtkulum dan Silabus 23 

143.100 Prosedur Praktek Kerja Lapangan............................................ 23 

143.105 Prosedur Praktek Kerja Lapangan mencakup materl 

Safety Management System (SMSJ .. . .. . . 23 

I 3.110 Program Pendidiknn dan pelanhan . 23 

SUB BAGlAN 1 3. C.3 - PEDOMA PELAKSANAAN PELA'fIHAN 

(TRAINING PROCEDURE l'.!i\NUAL)......................................................... 21 

143 .080 Training Procedure Manual (TPM) 21 
143.085 Dokumen Referensl . 22 

SUB BAGIAN l 3. C.2 - S MBER DAY MANUSJA.................. 20 

143.060 Mempertahanka.n jumlah personel 20 

143.065 Pelatlhan bag1 tenaga pengajar 20 

l43.070 Kewenangan tenaga pengajnr 21 
I 3.075 Ketentuan lebih la.njut............................................................. 21 

SUB BAGIAN 143. C - KETENTUAN PENYELE GGARM.N PELATfHAN... 20 

SUB BA GIAN l 3. C. 1 - ORGANISASI L-EMBAGA PELATIHAN.. .... .. .. .. .. .. 20 

143.055 Organisasl Lembagn Pelatihon................................................. 20 

SUB BAGIAN 143. B- SERTIF1KASI LEMBAGA PELATIHAN...... 15 

I 3.030 Penerbttan Serti.filmt Lembaga Pelatthan 15 

143.035 Bentuk dan Isl Sertifikat Lembaga Pelatihaa J 7 
l43.040 Pemberlakuan Serttfikat Lembaga Pelatilian 18 
143.0 5 Perubahan Sertifikat Lembaga Pelatihan 18 
143.050 Penggantlan alas Kehilangan atau Kerusakan Sertifikat. . 

SUB BAGIAN A - KETENTUAN UM M........................... 13 

143.005 Penerapan .....•.....................................................•............... 13 

143.010 Definisi 13 

1 3.015. Ruang Llngkup........................................................................ 13 

143.025 Pembatasan Periklannn 14 

2021, No.1323 -10- 



www.peraturan.go.id 

SUB BAGlAN 143. C.8-SERTIFIKAT KELUL SAN DAN 

SERTIFlKAT KOMPETENSI................................ 29 

143. l 55 Ser iflkat Kelulusan dan Sertifikat Kompetensl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29 

SUB BAGIAN 143. C.7 - SISTEM PENYIMPANAN DOK MEN DAN 

REKAMAN •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 

143. I 5 Dokumen dan Rekarnan ......••••.. 26 

143.150 Pemellharaan Dokumen 28 

SUB BAGnAN 143. C.6-SISTEM KENDALi M TU................................ 25 

143.140 Slstem kendah mutu 25 

SUB BAGlAN 1 3. C.5 -FASILIT S DAN PERALI\T PELATIHAN......... 24 

143.l_O Lokasi lembaga_pelatihan 24 

1 3.1 5 Pelaksanaan pelatihan dengan pemanfaataa teknologi tnformast 2 

143.130 Kantor dan Iasilltas Lembaga pelatihan 24 

143.135 Penyelenggaraan pelatihan di luar pusat kegtatan 24 

143 .115 Ketenruan lebih Ian Jut 24 

2021, No.1323 
-11- 



www.peraturan.go.id 

Lembaga Penyelenggarn Pendidlkan dan Pelatihan Bidnng avigasl 
Penerbangan dapat menyelenggarakan pendldlkan dan pelatihan 

esual jenis pelntihan yang tercantum dalam Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Stpil bagian 69. 

Prosedur Perancangan Pelatihan clan d. Pendidikan 
Penerbangan. 

Ruang Llngkup Penyelenggaraan pendldikan dan pelatihan bidang 
navtgast penerbangan mellpuU: 
a. Pendidikan dan Pelatlhan Pelayanan Lalu Untas Penerbangan: 
b. Pendldikan dan Pelatihan Teknik Telekomunikasi 

Penerbangan; 
c, Pendidikan dan Pelatlhan Pelayannn JnformasI Aeronauttka; 

dan 

143.020 

143.015 

143.010 Defi.nisI 
1. Pemohon adalah Lembaga Pendidlkan dan Pelatihan Bidang 

Penerbangan milik Pemerlntah atau Badan Hukum yang telah 
memllild surat lzin usaha bidang pendidilmn dan pela.tihan 
dart instansi berwenang. 

2. Pelatihan yang disetuJui adalah pelatthan dengan KurikuJum 
khusus yang diselenggarakan oleh organtsasi pet tihan yang 
telah rnendapar persetujuan dart Direktur Jenderal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Harl adalah hart kerja, 

Penerapan 
Bagian ini memuat sub bagian sebagai berikut: 
a. Standar Penyeleoggaraan pendldlkan dan pelatlhan bidang 

navigasi penerbangan; 
b. Sertiflkasi Lembaga Pen elenggara pendldlkan dan pelanhan 

bidang navigasl penerbangan; dan 
c, Kewenangan dan Kewajiban Lembaga Penyelenggara. 

pendidikan dan pelatihan bldang navigast penerbangan. 

SUB BAGIAN 143. A- KE'fEN11JAN UMUM 

l 3.005 

2021, No.1323 -12- 
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Pernbatasan Periklanan 

L Lembaga Penyelenggara Pendlcllkan dan Pelntihan Btdang 

avigasi Peaerbangan millk pemerintah atau badan hukum 

dilarang mengiklankan penyelenggaraan pendidikan dan/ atau 

pelatihan btdang navigasi penerbangan sebelurn mendapat 

Sertifikat Lembaga Pelatihan. 

2. Lembaga Pen elenggara Pendidlkan dan Pelatihan Bidang 

avtgas! Penerbangan dilarang mengiklankan penyelenggarnan 

atau pendaftaran Jenis pendictikan dan pelatihan yang tidak 

sesual dengan Jenis pencildikan dan pelc tihan yw1g ercantum 

pada Sertifikat Lembaga Pelatihan yang dtmiliki, 
3. Lembaga Penyelenggara Pendldlkan dan Pelatlhan Bidang 

Navigas:l Penerbangan yang Sertiflkat Lembagr Pelatihannya 

dlcahut atau dlbekukan, dilarang meng:lklankan 

penyelenggaraan atau pendaftaran pelatlhan dengan 

menghtlangkan semua ntrlbut terkait penyelengga.raan 

pendtdlkan dan/atau pelatihan. 

2021, No.1323 
-13- 
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Penerbltan Sertiflkat Lembaga Pelatihan 

a. Permohonan penerbttan Sertifik.at Lembaga Pelatihan diajukan 

dan diproses melalui sistem Online Single Submision. jOSS) 

oleh P mobon. 

b. Sertlflkat Lembaga Pelatihan di erbttkan setelah d!lakukan 

vertflkasi persyaratan admlnistrasi dan persyaratan teknis 

oleh Direktur JendernL 
c, Persyaratan administrasi sebagaimann dimaksud pada huruf 

b berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan formullr 

yang sekurang-kurangn a mernuat informasl: 

1) nama perusahaanylernbaga; 

2) lokasi ternpat pelatihan; 

3) nama pimpinan perusahaan/ lembaga; 
4) jenis pelatihan ang diusulkan. 

d. Persyaratan teknls sebagalmana dtmaksud pada huruf b 

lerdiri dart; 

IJ memenuhi ketentuan organlsasl; 
2) memenuhi ketentuan Sumber Daya Manusla SDM); 

31 memerruhl kelentuan pedoman penyelenggaraan 
pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk training 
procedures manual (TPM); 

41 mernenuhi ketentuan Kurikulum dan Silabus; 

5) memenuhr ketentuan fastlitas dan Peralatan Pelatihan: 

6) memenuhi ketentuan sistem penyimpanan dokumen dan 

rekrunan; 

7) memenuhl ketentuan sistem kendali mutu; clan 
8 Memenuhi kecukupan flnanslal bagi Pemohon yang 

memilild badan hukum yang d!bu.ktikan dengan surat 

penyat.aan keslapan flnanstal untuk menyelenggarakan 

pelntihan. 

PENDIDfKAN DAN PELATIHA BIDANG AVJOASI 

PENERBANGAN 

PENYELENGGARA LEM BA GA 

1 3.030 

SUB BAGIAN 143. B- SERTIFTKASl 

2021, No.1323 -14- 
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e. Proses Sertifiknsi Lernbaga Pelatiban secara umum rerbagt 

menjadi 5 tahapan yaitu: 

l J pre application phase; 
2) formal application phase; 
3) document compliance phase; 
4) demonstration and verification phase; dan 

5) certification phase. 
f, Pre-application phas sebagaimana dimaksud pada buruf e 

angka 11 merupak n tahapan awal dlmana Pemohon 

melakukan persiapan pengajuan sertifikasi, dlantaranya dapat 

berupa pemenuhan dokumen persyarntan sertlfikasl, 

bimbingan penyusunan pers_ aratan dan/atau berkoorclinasi 

dengan Direktorat Jendeml, terkalt dengan rencana 

pengajuan sertlfikasl serta persyaratan dan peraturan­ 

peraturan sertifi.kasi lembaga penyelenggaro pendtdikan dan 

pelanhan btdang navtgasi penerbangan. 

g. Formal application phase sebagalmana dimaksud pada huruf e 

angka 2) merupakan tahapan dimana Pemohon mengajukan 

usulan melaJui slstem Online Single Submision. (OSS). 
h. Document compliance phase sebagaimana dimaksud pada 

huruf e angka 3) rnerupakan tahapan lanjutan dart formal 
application phase yang merupakan kegiatan vertfikasi yang 

dllakukan oleh Direktorat Jenderal untuk mengecek 

kesesuaian dokumen standar penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan seku.rang-kurangnya evaluasi terhadap 

dokumen Training Procedure Manual (TPM) dan prosedur 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tiap jenls bldang 

pendtdtkan dan pelatihan (ooursewartj yang dlajukan 

Pemohoo. Dalarn tahap ini Direktur Jenderal dapar meminta 

Pemohon memberikan lnformasl atau dokumen lain yang 
d.Ipertukan. 

L Demonstration and oenfication phase sebagaimana dimaksud 

pada huruf e angka merupakan tahapan vertflkas! lapangan 

dlmana dilakukan evaluasl kesesuaian fasilitns clan peralatan 

dI Iokast pelatthan. Dalam ta.hap ini Direktur Jenderal dapat: 

1) meminta Pemohon untuk melakukan demonstrasi 

peralatan atau prosedur yang dimillki guna mengevaluast 
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Bentuk dan lsi Sertifikat Lernbaga Pelanhan 

Sertiftkat Lernbaga Pelatihan sekurang-kurangnya memuat 

lnformasf sebagal bertkut; 
l) aama dan alamat ka.ntor administrasl Lembaga Pelatthan yang 

dlbertkan tztn; 
2) anggal penerbitan sertifikat; 

3) t.anggal evaluasi sertiftkat; 

4) jenls pelatthan yang disetujui; 

5) pengesaban oleh pejabat yang berwenang; dan 

6) catatan perserujuan penerbitan sernfikat. 

kemampuan Pemohon menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan melalul observasl secara langsung; 

2 memlnta Pemohon untuk memberikan lnfonnasi atau 
salinan dokumen yang diper!ukan secara tertulis: atau 

3) melakukan wawancara kepada Pemohon guna 
memastikan kesiapan fastlitas dan peralatan yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan bidang navigast penerbangan 

J. Certification phase sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 

5) merupakan tahapan evaluasi keseluruhan hasll vertflkasi 

yang dila.kukan dalam rangka penerbnan s.ertifika Hasil 

verifikasi Dl.rektur Jenderal dapat berupa persetujuan atau 

penolakan sebagtan atau keseluruhan dart permohonan yang 
diajukan dengan rnemperttmbangkan hal-hal sebagat beriku 

1) da a dukung yang terdapat dalam surat permohonan 

atau dokumen lain yang disampaikan; 

2 catatan yang dimilik:i Direktorat Jende.ral Perhubungan 

dam; dan/atau 

3) hasll demontrasi fastlltas dan peralatan atau prosedur 

yang telah dilaksanaknn Pemohon. 

k. Sertifikasl lembaga penyelenggara pendidikan dan/atau 

pelatthan bidang navigasi penerbangan dapa menggunakan 

sistem berbasis teknologl lnformasl. 

143.035 
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143.040 Pemberlakuan Sertillkat Lembnga Pelatihan 

a. Sertiflkat Lembaga Pelatlhan berlaku sejak tanggal dtterbttkan 

sepanjang memberikan pelntihan dan dlevaluasl paling sedik:it 

setiap 5 (limn) tahun. 

b. Sertiflkat Lembaga Pelatihan dmyatakan tldak berlaku apabtla 

diperoleh dengan eara yang tidak sesual dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

143.045 Perubahan Sertlftk t Lembaga Pelatihan 

a. Perubahnn SertHlkat Lembaga Pelatihan dflaksanakan dalam 

kondlsl: 

I adanya kebijakan Direktur Jenderal atas dasar 
pertirnba.ngan keselamatan penerbangan: atau 

2J adanya permohonan dari Lembaga Pelatihan. 

b. Direktur Jendeml menyampaikan pemberttahuan secara 

tertutis kepada lernbaga pelatihan apablla dilakukan 

perubahan sertlftkat sebagatmana dimaksud pada huruf a 

angka 1. 

c. Apabila perubahan sertiftkat merupaknn permohonan dart 

lernbaga pelatthan sebagatmana dimaksud huruf a angka 2), 

maka Pemohon harus mengajukan perubahan atau 

amandemen sertifikat dan rnelengkapi seluru.h persyaratan 

perubahan sertifikal paling lamba 30 (tiga puluh] hart 

sebe!um tanggal efelctif irnplementasi perubahan yang 
dtusulkan Pemohon. 

d, Perubahan sebagalmana dlmaksud pada huruf a angka 2) 

dapat berupa antara lain: 

IJ Perubahan nama Lembaga Pelatihan; 

2 Perubahan alamat Lembaga Pela han; atau 

3) perubahan Jenis pelatihan yang disetujui. 

e. Persyaratan perubahan sertifikat sebagalmana dimaksud 

buruf c, sekurang-kurangnyn terdlrl dart: 

lj Surat permohonan perubahan sertfflkat; 

2) Dokumen perubahan •ang dlbutuhkan; dan/atau 

3) Salinan Amandemen perubahan Training Procedur. 

Manual (TPM) clan prosedur penyelenggaraan pendldikan 

dan pelatihnn tiap jenis bidang pendidikan dan pelanhan 

jcourseware). 
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Penggantian atas Kehilangan atau Kerusakan Sertifikat 
a. Terhadap sertiflkat yang hilan.g atau rusak, lembaga pelatthan 

dapat menyampatkan permohonan penggantian serttflkat 
kembali dengan mengajukan surat pennohonan penggantian 
atas kehilangan atau kerusakan sertiflkat. 

b. Mekanisme permohonan penggantian sertiflkat dltetapkan 
Direktur Jenderal. 

f. Proses penerbitan perubahan sertiflkat dllaksanakan paling 
lambat 7 tujuh) hart setelah Lernbaga Pelatlban memenuhi 
persyaratan sebagatmana dlmaksud dalam huruI e. 

g. Lembaga Pelatihan hams rnengembaltkan Sertifikat Lembaga 

Pelatihan kepada Direktur Jenderal apabila Lembaga Pelatihan 
berhenti menyelenggarakan pelatihan. 

143.050 
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Pelatihan bagi tenaga pengajar 
a. Lernbaga Pelatihan wajlb menjamin bahwa tenaga pengajar 

mendapatkan pelatihan awal dan lanjutan yang sesual dengnn 
tugas dan ranggung jawabnya serta memperoleb pelanhan 
dalam hal pengetahuan dan keterampilan (Human 

perf ormnnoe ); 
b. Lembagn Pelatlhan ~ ajib menjamin bahwa tenaga pengajar 

mendapatkan pelatihan pe_nyegaran dengan interval waktu 

lertentu ennasuk dldalrunn a pelatihan terk.ait 
perkembangan teknologi terkinl dan metodologi pelatthan 
ang sesuai dengan Kompetensl yang dtajarkan, 

143.065 

Lernbaga Pelatihan wajib memillld dan mempertahankan jumlah 
personel manajernen dan tenaga pengajar yang memili.ki kualifikasi 
dan Kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. 

143.060 
SUB BAG IAN 1 3. C.2 - SUMBER DAYA MANUSIA 

SUB BAGIAN 143. C- KETENTUAN PENYELE GGARAAN PELATIH.AN 

SUB BAGIAN 1 3. C.1 - ORGANISASI LEMBAGA PELATIHAN 

143.055 Organisasi Lembaga Pelatihan pelatihan 
a. Lernbaga Pelatihan harus memi.liki struktu.r organtsast yang 

menjamin terseleaggaranya pelatihan yang sekurang­ 
kurangnyn terdirt dart: 
IJ punptnan Lernbaga Pelatihan: 
2) p nanggungjawab pelaksana pend.idikan dan/atau 

pelatihan: 
3) penanggungjawab ststem kendall mutu; 
<t) p nanggungjawnb fastlltas dan peralatan; dan 

5] instruktur atau tenaga pengajar. 
b. Struktur organ sast sebagalmana dlmaksud pada huruf a 

beserta tugas dan tanggung Jnwabnya hams dicantumkan 

dalam Traininq Procedure Manual ('l'PM}. 
c, Lernbaga Pelatihan wajtb melaporkan secant tertulis kepada 

Direktur .Jenderal c.q Direktur apabtla terdapat perubahan 
dalam Organisasl. 
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Training Procedur. Maruml (TPM 

a. Lembaga Pelatihan waj!b memiliki dan memastikan pedoman 
penyelenggaraan pendidlkan dan pelatihan dalam bentuk 
Training Procedure Manual (TPM selalu sesuat dengan kond!si 
terkinL 

b. Training Procedure Manual ('f PM) sebagalmana di.maksud pada 
buruf a disahkan oleh Dlrektur Jenderal c.q Direktur. 

c. TPM sebagatmana dimaksud pada huruf a, paling sed.ik:it 
mernua infonnasl s baga.i berikut; 

11 gambaran umum terkaJt dengan cakupan pendidikan dan 
pelntihan sesuai denga.n sertfflkat yang dlsetujut; 

2) Program Pelatihan termasuk modul pembelajaran 
jcoursewar-e) dan peralatan yang digunakan; 

3) struktur organisasl serta vlsi dan misi organisast: 
4) nama, tugas, dan kuallfi.kasl personel ang bertanggung 

jawab unruk menjamln pemenuhan persyaratan: 
5 penJelasan tugas dan kualifilrasl personel yang ditunjuk 

untuk bertanggung jawnb terhadap perencanaan, 
pelaksanaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan; 

6) sistem kend.ali mutu pada pe.nyelenggn.rn. pendidikan dan 

pelatihan: 
7J fasili tas dan peralatan yang tersed.ia pad a Lembaga 

Pelatihan: 

143.080 

SUB BAOLAN 143. C.3 - PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN (TRAlNI.NG 

PROCEDURE MANUAL) 

I 3.075 Ketentuan lebib lanjut mengenai jumlah dan kua.Ufikasi tenaga 
pengajar ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

143.070 Kewenangan tenaga pengajar 

a. Melaksanakan pengajaran makslmal 8 [delapan] jam dalam l 

(satu) hart dan 40 [ernpat puluh] jam dalam l [satu] mlnggu; 
b, Membertkan pengajaran terkait peralatan dan/atau alat 

simulasi pelatihan sesuai dengan sertifikat peralatan dan/atau 
pelatihan yang dim.ilik:l. 
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Penerbangan: 
21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggarna.n bidang penerbangan; 

3 Pemturan Pemerlntah omor 05 Tahuri 021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasls Resiko; 

4 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang terkait 

dengan Jenis pelatthan: 

51 lCAO Annexes don PANS yang terkalt dengan jenls 

pelatihan; 

6) Aeronautical Information. Publication/ AlPterknlt; dan 

7) lnstruksl atau surat edarao terkalt dengan pelatihan 

bidang navigast penerbangan. 

ten tang Tahun 200 

Dokumen Referensl 
a. Lembaga Pelatihan harus memillki dokumen referenst 

sekurang-kurangnya; 

1) Undang- ndang Nomor 

8) prosedur yang dtgunakan unruk mengembangkan dan 

mempertahankan Kompelensi tenaga pengajar; 

9) metode _ nng cligunakan untuk penyimpanan rekaman 

pendidikan dan pelatlhan; 

l 0) tugas dan tanggungjawab untuk personel yang 
mendapatkan kewenangan pengujian !CAO English 

Language Profrciency [jlka dlperlukanl. 

d, Lembaga Pelatihan hams memastlkan dan memellhara 

keakuratan data dan tnforrnasi dalarn TPM. 
e. TPM harus dapat diakses oleh settap personel yang 

menjalaokan fungsl erkalt dengan pelatihan aog dtberlkan. 
f. Setlap perubahan TPM harus dilaporkan kepada Dlrektur 

Jenderal c.q Dlrektur dan terslmpan di semua salinan 'I'PM. 
g. Perubahan TPM yang mengubah kewenangan Lembaga 

Pelatihan sebagaimana tercantum dtdalam sertifikat, baru 

dapal dumplementastkan setelah memperoleh perserujuan 

dart Direktur Jenderal c.q Dlrektur. 

h. Mekanisme dan tata cara penyusunan TPM ditet.apkan oleh 

Oirektur Jenderal. 

143.085 
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Program Pendidikan dan pelauhan dtselenggarakan didasarkan 

kepada peningkatan skill, Kompetensl dan standar berbasis 

Kompetensi (Competency-Based Training (CBT)). 

Prosedur Praktek Kerja Lapangan (On the Job Traininq] 

OJT) sebagatmana dimaksud butlr 143.095 hams mencakup 

materi Safely Management system {SMS) yang dibertkan kepada 

peserta diklat. 

Lembaga Pelatihan harus memlliki prosedur praktek kerja 

lapangan ang sesual dengan Kurtkulum dan Silabus. 

Untuk Jenis pelatihan belurn memlliki standar Kurikulum dan 

Silabus yang diterbitkan Kepala Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dtmaksud pada butir 

143.085, Lembaga Pelatlhan dapat menyelenggarakan pelatihan 
dengan Kurikulum clan Silabus yang merupakan basil 
pembahasan antara Lembaga Pelatihan, Direktorat Jenderal dan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, 

Lembaga Pelatihan melaksanakan Jellis pelatihan sesuai dengan 
stander Kurtkulum dan Silabus yang diterbttkan oleh Kepala 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 

143.110 

143.105 

I 3.100 

143.09·5 

SUB BAGlAN 143. C.4-KURLKULUM D S!LABUS 

143.090 

b, Dokurnen sebagairnana d.imaksud pada huruf a hams dalam 

kondisl terkinJ dan mudah dtakses oleh personel Lembaga 

Pelatlhan berupa; 

1) Hardcopy· 
2) Softcopy, jika terdapat Iasllitas komputer pada masmg­ 

m.asing unit pelatihan dan personel mengetahul lokasi 

penylmpanan dokumen tersebut: atau 

3) Softcopy Online, jlka terdapat fasilitas komputer 
dan/atau media akses lainnya pada masing-masing unit 

pelatihan clan personel mengetahui lokasl penyimpanan 

dokumen tersebut serta tersedia Jrui.ngan Internet, 
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l 3.135 Penyelenggaraan Pelatih.an di luar Pusat Kegiatan 

l. Lembaga Pelatiban dapat melaksanakan pelatihan sesual 

dengan Jen.is pelatfhan ang disetujui di luar pusat kegtatan 

dengan ketentuan sebaga.i bertkut: 

a. fasilltas, peralatan, personel dan matert pengajaran yang 

terdapat diluar pusat kegtatan harus memenuhi 

143.130 Kantor dan Fastlitas Lembaga Pelatihan 

I. Lembaga Pelatihan -. a jib menjamin alarnat kaotor sesuai 

dengan alamat yang tercanrum pada Sertifikat Lembaga 

Pelatihan. 

Fasllitas dan pernlatan pada kantor harus memadai unruk 

menytmpan dan rnenjaga berkas dan rekaman yang 

dibutuhk:an untuk pengoperasian organisaai. 

3. Lembaga Pelatihan harus memllikl fasilitas pelanhan yang 

paling sedikit terdi.ri dart; 

a. ruang kelas; 
b. ruang praktek Oika diperlukanJ; 

c, simulator [jlka d.ipedukan); 

d. ruang perpustakaan; dan 

e. ruang tenaga pengajar, 
4. Ketentuan leblh lanjut meugenai kantor dan fastlltas Lembaga 

Pelatihan ditetapkan oleh Direktur .Jenderal, 

I 3.125 Pelaksanaan Pelatihan sebagalmana dimaksud butir 143.115 dapat 

dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasI sesual 

dengan mekanisme l\llg ditetapkan Direktur Jenderal. 

SUB BAGIAN 143. C.5 - FASILITAS DAN PERALATAN PELATIHAN 

143. I O Lernbaga Pelatihan wajib rnelaksanakan kegtatan pelatihan pada 

lokasl kantor pusat clan f.asilitas pelatihan _ ang terletak di wilayah 

Republik Indonesia sesuaJ dengan yang tercantum pada Sertlfikat 

Lembaga Pelatihan, 

Ketentuan leblh lanjut mengenai program Pendidlkan dan 

pelatihan berbasls Kompetensl dltetapkan oleh Direktur .Jenderal. 

143.115 
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SUB BAGIAN 143. C.6-SISTEM KENDALi M TU 

I 3. 140 Lernbaga Pel. tihan wajib memilikl sistem kendali mutu untuk 
memastikan pelaksanaan pelanhan sesuat dengan ketentuan yang 
tertuang dalam Training Procedure Manual_ ('rPM) dan peraturan 
perundang-undangan terkalt, dengan ketentuan sebagal berikut 
1. dllaksanakan oleh personel yang ditunjuk oleh Lembaga 

Pelatihan dan memenuhi kernampuan dan pengnlaman 
sehagal berikut: 

a. memiliki kernampuan untuk. menjalankan program 
kendall mutu; 

b. memillk:i peng Iaman sebagal tenaga pengajar atau 
tenaga admlntstrast dl Lembaga Pelanhan, 

2. Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan slstem kendall 
mutu sebagatrnana dimaksud pada butir l [satu] dalam 

melaksanakan tugasnya berkoordinasl dengan Personnel 

Training tncharqe (PTI) yang dltetapkan sesuaJ ketentuan 

perundang-undangan. 
3. Personnel Training Incharqe (PTI) sebagatmana dimaksud pada 

angka 2 rnerupakan Persone1 Direktorat Navtgast Penerbangan 
yang ditunjuk oleh Direktur sebagai tlm koordinator sistem 

penjamln mutu {Quality Assurance) Lembaga Pelatihan. 

4. Mencantumkan unsur-unsur kendall mutu dalam training 
procedure manual (f PM). 

5. Unsur-unsur slstem kendali mutu sebagatrnana dimaksud 
pada butir 3 (tigaj terdirl dari: 

persyaratan sesual ketentuan peraturan perundang­ 

undangan, 
b. tenaga pengajar di luar pusat kegtatan berada dlbawah 

pengawasan langsung dart manajemen kantor pusat. 
c. enyrunpaikan pemberttahuan secara tertulis kepada 

Dlrektur .Jenderal paling lambat _Q [dua puluh) hart 

kerja sebelum dtlaksanakannya proses pelatihan di luar 
pus t kegiatan. 

2. Mekanlsme dan tata earn penye!enggarnan pelatthan di luar 
pusa kegtatan clltetapkan oleh Dfrektur Jendeml. 
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Dokumen dan Rekarnan 

L Lembaga Pelatihaa harus memlliki sistem kontrol dokumen 

dan rekarnan ( document and record control system) yang 

mencakup kebljakan dan prosedur penarnbahan, 

penytmpanan. pemeliharaan dan penghapusan terhadap 

dokumen dan rekaman. 

143.145 

SUB BAGIAN 143. C.7 - SlSTEM PENYfMPANAN DOK MEN DAN REKAMAN 

a. kebijaknn Lembaga PeJatihan pada pihak eksternal 

maupun internal 

b. standar pelaksanaan pelatihan; 

c. pembagtan ranggungjawab dalam Lembaga Pelatihan: 

d. proses penentuan SDM, organisasi dan kegiatan 

operasional; 

e. prosedur untu.k memastlkan kesesualan pelatlhan 

d ngan kebijakan yang ada pada Lemba.ga Pelatihan: 

f. prosedur untuk mengidenti6kasi penytmpangan 

kebljakan dan standar pada Lembaga Pelatihan; ciao 

g. kemampuan evaluast dan analtsls serta trend terkalt 

kebijakan pelatthan untuk memperoleh feedback dalam 

rangka pentngks tan kualltas pelatihan 
6. Perencanaan sistem kendali mutu pada Lembaga Pelatihan 

harus mencakup kebijakan, proses dan prosedur yang 

lerdokumen tasi pada aktifrtas: 
a. pengawasa.n pada pelaksanaan training; 

b. pengewasan metode penilnian clan pengujian; 

c. pengawasa.n kualtfl.kasl dan pelatfhan pada personel di 

Lembaga Pelatihan; 

d. pengawasan pada alat bantu pelanhan dan kunlill.kasi, 

p neraan ciao fungsi peralatan pada Lembaga Pelatihan; 

e. pelaksanaan lntemaJ dan eksternal audit; 

f. pembua an, lmplementasi dan morutor terhadap 

correctiue action maupun preventive action; dan 

g. penggunaan analisa statistik yang sesuai untuk 

identlfikasi dan membuat Interpretasl ang tepat. 

7. Mekanlsme dan rata eara penyusunan sistem kendall mutu 

drtetapkan oleh Dtrektur JenderaL 

2021, No.1323 
-25- 



www.peraturan.go.id 

Lembagn Pelatihan hams memastikan keamanan terhadap 

slstem kontrol dokumen dan rekaman r document and record 
control systemJ sebagaimana dtmaksud pada aogka 1 [satu]. 

3. Keamanan dokumen dan rekaman sebagalmana dlmaksud 
pada angka 1 mellputi: 
a. tersedlanya personel yang bertanggungjawab untuk 

melaku.kan penytmpanan dan pengecek.an pada dokumen 
dan rekaman; 

b. terdapat sistem yang memastikan dokumen dan rekaman 

tidak dapat dibapus maupun dlubah; 
o. terdapat back-up pada dokurnen dan rekaman untuk 

memastikan tetap tersedianya data jika terjadi bencana 
4. Dokumen dan rekaman sebagatmana dtmaksud pada angks 

[saru], dlslmpan ang sekurang-kurangnya mencakup antara 
lain: 
a. laporan kegtatan pendidi.Jmn dan pelatthan yang telah 

dilaksanakan; 

b. data dan kuallfikasi tenaga pengajar, dan 
c. maintenance log. 

5. Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagalmana 
dlmaksud pada angka 4 buruf a meliputl: 
a. nama pelatiban; 
b. Kurtkulum termasukjumlah jam pelajaran: 
c. daftar nama tenaga pengajar; 
d. daftar nama peserta pelatihan; 

e. daftar hadir tenaga pengajar: 
f. persyaratan pese-rta pelatihan; 

g. copy KTP peserta pelatihan, Sert:ifilcat Kompetensl atau 
lisensl peserta pelatihan; 

h, daftar hadir peserta pelatfhan: 
t. tanggal pelaksanaan ujian dan daftar nilai peserta 

pelatihan; dan 
j. sertiflkat kelulusan/Sertiflka Kompetensi. 

6. Data. dan kuallfl.kasi tenaga pengajar sebagatmana climaksud 
pada angka + huruf b mellputl: 
a. sallnan Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surnt 

Izin Mengemudi / Paspor / KITAS: 
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Pernellharaan Dokumen 
a. Dokumen berikut harus dipelihara oleh Lernbaga Pelatihan: 

l Training Procedure Manual (TPM ; 

2 Courseuxzro; dan 
3) dokumeo yang tercantum dalam peraturan perundangan 

terkai 
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap 

dlperbaharui dengan ketentuan sebagal berikut: 
1J rnernuat seluruh perubahan yang telah disetujul; 
21 memuat tanggal _pembuatan dolrumen dan tanggal revisi 

terbaru dokumen tersebut; dan 
3 mencantumkan ldentitas orang yang melaku.kan 

pembaharuan dokumen, 
c, Lembaga Pelatlban harus menjamin bahwa: 

1 dokumen sebagalmana dimaksud pada huruf a terslmpan 
dengan arnan dan mudah cUakses; 

2) seliap personel yang menjalan.kan fungsl pelanhan 
mempunyni akses untuk mendapatkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

b. salinan ijazah Pendidlkan Formal; 

c. sallnan sertiflkat Pelarthan balk dalam maupun luar 
negert; 

d. salinan serttfikat keinstrukturan: 
e. sallnan Sertifakat Kompetensi; 
L salinan Ilsensl Oilca ada): 

g. salinan sertifi.kat seminar, forum atau pertemuan 
lainnya; dan 

h. salinan sura lzin penugasan untuk tenaga pengajar dart 
luar lnstansi 

7. Dokumen dan rekaman distmpan sekurang-kurangnya selama 
5 (llmaJ tahun. 

8. Lernbaga Pelatihan barus memastikan bahwa Dokumen dan 
rekaman sebagalmane dlmaksud pada angka l dapat 
d.itunjukan kepada Direktur Jenderal apabila dibutuhkan. 

143.150 
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BUDI KARYA SUMADI 

ttd 

MENTERJ PERHUB NGAN 

REP BLIK INDONESIA, 

I 3.155 Sertiflkat KeluJusan dun Serti.fi.kat Kompetensi 

1. Lernbaga Pelatihan wajib mengeluarkan sertifikat kelulusan 
bagi setlap peserta pelatihan yang menglkuti dan lulus 
pelatihan da.n/atau mengeluarkan Sertifika: Kompetensl 
untuk setiap peserta pelatihan ang mengikuti clan lulus 
pelatlhan Kompetensl. 
Sertifl.kat kelulusan dan Sertiflkat Kompetensi sebagalmana 

dlmaksud pada angka l memuat sekurang-kurangnya 
lnformasi sebagal berikut: 
a. nama Lembaga Pelatihan clan nomor sertifikat· 
b. nama peserta Pendidikan clan Pelatihan; 
c. jenis Pendidikan dan Pelanhan; 

d. tanggal pelaksanaan pel tihan dan/atau durasi waktu 
pelatihan; dan 

e. daftar materl pelatlhan, 
3. Mekanisme dan tata cara penyusu.nan sertiflkat kelulusan 

dan Sertlfikat Kompetensl dnetapkan oleh Dlrektur Jeoderal. 

SUB BAOIAN 143. C.8 - SERTIFCKAT KELUL SAN DAN SERTIFJKAT 

KOMPETENSI 

3) seluruh dokumen yang telah dilakuknn perubahan hams 
dlarstpkan ke dolrumen terkait untuk memastikan 
dokumen dalam kondisi terkini. 
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